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Menimbang :

Mengingat

(2

TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa unfuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Pergfuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ientang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
72014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupab
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa untuk meloksanakan ketentusn Pasal 82 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 80 Tabun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan
bahwa Bupati membentuk Tim pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentuken Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setlap Desa
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahh Daerah
{Lerabaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentulkan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran NMegara Repmblik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tabun 2014 Nomer 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



-

1.

9.

Undang-Undang Nomdar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2{)1'4
Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik I.ndﬂﬂeSI‘&
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralthir
gengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 ientang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201:4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tndonesia Tahun 2015 Nomoer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemeriniah  Nomor 43 Tahun 2014 teatang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah dibah dengan Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tabun 20 15 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanzan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara schagaimana telah diubah heberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2016 teniang
Peritbahan Kedna Atas Peraturan Pemerintah Nomor &( Tabhun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggararl
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana felah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Perapiran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan {(Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,

Tamhbahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 09).



-

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan fentadg Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Sctiap Desa Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan
sebagaimana tercanbim dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas!

a. Mengumpukan literatur yang berkaitan dengan Rancangan
Peraturan Bupati;

b. Melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati;

c. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;

d. Melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupat
kepada Sekretaris Daerah;

e. Memberikan paraf koordinasi pada ap halaman Rauncangan
Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;

f, Mengajukan Rancangan Peraturarn Bupati yang telah mendapat
paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kotapinan
pkda tanggal 7 Jenudr
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR  :188.45/ ¢ / DPFMD/2019
TANGGAL : 7 Jﬂﬂﬂfﬁ” 2019

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LARUHANRBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

1. Ketua . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
III. Anggoia - 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

3. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Kepala Secksi Pembinaan Perangkat Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
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